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MOTTO: 

" ILMU TANPA AGAMA, BAGAIKAN BUTA SEDANGKAN AGAMA 
TANPA ILMU SEPERTI PINCANG" 

ALBERT EINSTEIN ( ILMU DUKA ABAD 20 ) 

"SESUNGGUHNY A ALLAH DITAA TI DAN DISEMBAH DENGAN ILMU, 
DEMIKIAN PULA KEBAlKAN DUNIA DAN AKHIRAT BERSAMA 

ILMU, SEBAGAIMANA KEJAHATAN DUNIA DAN AKHIRAT KARENA 
KEBODOHAN" 

( Nabi besar Muhammad SAW bersabda ) 

" SESEORANG YANG MEMPUNYAI AGAMA DAN ILMU, ALANGKAH 
BAIKNYA MEMBAGIKAN AGAMA DAN ILMUNYA KEPADA ORANG 

LAIN. 
SUPAYA ORANG LAIN TERSEBUTDAPATMEMBANGUN BANGSA 

DANNEGARA. 
MENGHILANGKAN KEBODOHAN PADA MASYARAKA T DAN 

MENGHILANGKAN KEJAHATAN DIMUKA BUMIINI " 

( Kesimpulan ) 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rwnusannya 

Angkutan kereta api merupakan salah satu bentuk angkutan darat yang 

telah ada sejak jaman Belanda. Banyak masyarakat yang menjatuhkan piIihan 

pada jasa angkutan kereta api, satu dan lain hal karen a masyarakat secara wnwn 

berpendapat, bahwa saran transportasi kereta api relatif lebih murah, aman dan 

cepat dibandingkan dengan sarana transportasi darat lainnya seperti bus antar 

propinsi yang memakan waktu lebih lama sebab jalur reI kereta api relatif lebih 

singkat daripada jalan raya yang mempunyai banyak belokan. 

Penggunaan jasa Iayanan angkutan kereta api merupakan salah satu 

bentuk konsumsi terhadap produk berupa jasa pengangkutan. Oleh karen a itu 

hubungan hukwn antara para pengguna jasa angkutan kereta api dengan pelaku 

usaha angkutan kereta api, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang juga harus 

tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ten tang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut UU NO. 8 / 1999). 

Dalam perpektif Hukum Perlindungan Konsumen hak-hak konswnen 

sangat dilindungi . Konsuinen, termasuk konsumen pengguna jasa angkutan 

kereta api, mempunyai hak untuk memperoieh kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan. Meskipun demikian, dalam praktek pelayanan jasa kereta api 

setelah berlakukanya UU No. 8 I 1999, masih terjadi hal-hal yang sifatnya 

bertentangan dengan norma tersebut. Beberapa contoh dapat dikemukanan di 

slm: 

1 
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a. Sering terjadi ketidaksesuaian antara jadual keberangkatan maupun jadual 

kedatangan tercantum di tiket kereta api, dengan kenyataan yang terjadi 

dalam praktek di lapangar: telah diketahui umum; 

b. Dalam hal kenyamanan perjalanan kereta api, masih ditemukan hal-hal 

sebagai berikut : 

- Pada perjalaan reguler kereta api kelas bisnis dan ekonomi, masih sering 

ditemui gangguan kenyaaman berupa banyaknya pengemis, pedagang 

dan pengamin yang naik ke gerbong kereta api pada saat terjadinya 

persilangan kereta api . Kehadiran mereka ini cukup menggangu para 

penumpang, karena selain jumlahnya yang relatif banyak, terdapat 

pengemis yang sering meminta uang dengan paksa. Fakta tersebut juga 

diketahui umum. 

- Sebagaian besar gerbong kereta kelas Bisnis dan Ekonomi di Indonesia, 

tidak dilengkapi dengan fasilitas standar kenyamanan gerbongseperti; 

jendela dan kipas angin banyak yang rusak, toilet tidak berfungsi. Fakta 

tersebut diketahui umum. 

c. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Perhubuilgan dan 

Telekomunikasi, jumlah kecelakaan yang terjadi hingga Oktbber 2000 

adalah: tabrakan tercatat 11 kali, tabrakan karena kendaraan lain 20 kali, 

kecelakaan akibat anjlok atau terguling 20 kali . Kecelakaan akibat banjir 

atau tanah longsor empat kali, sedangkan karena peristiwa lainnya 19 kali.l 

lBudi Nugaraha, Kecelakaan Demi Kecelakaan Kereta Api Semua Hanya Bisa Mengurut Dada, 
www.suaramerdeka.com, 27 Desember 2001 , melalui www.google.com, IS September 2003 . 
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d. September 2001 terjadi kecelakaan kereta api Empu Jaya Empu Jaya 

menabrak lokomatif kereta api Cirebon Ekspres di Cirebon menewaskan 30 

orang. Desember 2001kereta api Empu Jaya bertabrakan dengan K.A Gaya 

Baru Malam di Stasiun Kersana, Ketanggungan, Brebes, puluhan orang 

meninggal dan puluhan lainnya luka berat dan ringan. Bertepatan dengan itu 

kereta api Rengganis Banyuwangi-Jember terguling di Stasiun Kalisat 

Jember (dan menyebabkan 46 orang luka). Tragedi serupa sebelumnya 

terjadi di Lampung, ketika kereta pengangkut babaranjang . (batu bara 

rangkaian panjang) juga tabrakan yang menyebabkan sejumlah orang 

tewas. 2 

Menurut . Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, hal-hal yang 

menjadi penyebab kecelakaan kereta api tersebut, faktor terbesar penyebab 

kecelakaan adalah human error (85%), kemudian akibat kondisi jalan (tujuh 

persen), sarana (lima persen), dan lingkungan atau gangguan cuaca (tiga 

persen).3 

Pada tahun 2000 pula, untuk mengurangi jumlah kecelakaan Departemen 

Perhubungan dan Telekomunikasi sudah menginstruksikan para masinis 

sebelum bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan yang ketat dan 

menerapkan hari siaga bagi keselamatan pengoperasian KA serta memperbarui 

sistem kesejahteraan karya~an. Bahkan Menteri Departemen Perhubungan dan 
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Telekomunikasi pun meminta agar direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan karyawan.4 

MeslUpun penjeJasan Departemen Perhubungan tersebut masih bersifat satu 

sumber, beJum diadakan penelitian tuntas dari pihak yang Jebih obyektif, 

namun temyata pemerintah mengakui sendiri bahwa keceJakaan kereta api dari 

penyebab human error terkait dengan standar "pengeJoJaan" sumber daya 

manusia di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang kurang baik. HaJ ini 

menimbulkan konsekuensi hukum yang diterangkan daJam doktrin-doktrin 

pertanggungjawaban korporasi atau pelaku usaha atau majikan yang akan 

dibahas dalam Bab II dan Bab III skripsi ini. 

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam skripsi saya ini saya 

susun sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum PT. Kereta Api Persero daJam 

penyeJenggaraan jasa angkutan? 

b. Bagaimana upaya hukurn dalam pertanggungjawaban hukum P. T. Kereta 

Api Indonesia (Persero) atas tidak terpenuhi hak-hak pengguna jasa kereta 

api? 

2. PenjeJasan Judul 

Skripsi ini saya beri juduJ : " Pertanggungjawaban Hukum PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) terhadap Hak-hak Konswnen". Untuk memperoleh 

4lbid. 
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kejelasan dalam memahami substansi skripsi ini, maka saya memandang perlu 

memberikan penjelesan mengenai juduI tersebut. 

Secara IeksikaI tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung 

segaJa sesuatunya (kalau ada sesuatu hak boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan).5 Istilah "tanggung jawab" oleh M.A. Moegni Djojodirdjo 

disamakan dengan " tanggung-gugat" . BeIiau menyatakan, " Sesungguhnya 

istilah yang lebih populer dan telah diterima oleh masyarakat adalah 

. b 6 pertanggungan Jawa . 

Pertanggungjawaban yang dimaksudkan di sini adalah pertanggung-

jawaban hukwn dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai peIaku usaha, 

kepada pengguna jasa angkutan kereta api yang mempunyai hak-hak sebagai 

konswnen. Tanggung jawab pelaku usaha disebutkan dalam pasaI 19 UU No. 8/ 

1999 yang menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 

ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konswnen akibat 

mengkonswnsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, 

kecuaIi jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan ada pada konswnen. 

Hak-hak konswnen yang diatur dalam pasaI 4 UU No. 8 / 1999 sebagai 

berikut : 

I. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang danlataujasa; 

5 W.J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesii!, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. XIII, 
1993, h. 1014 . 

6 MA Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 
113 . 
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2. hak untuk memiJih barang danJatau jasa serta mendapatkan barang danJatau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

3. hak atas infonnasi yang benar, jelas, dan jujur mengenal kondisi dan 

jaminan barang danJatau jasa; 

4. hak untuk didengar pendapat dan keJuhannya atas barang danJatau jasa yang 

digunakan; 

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perJindungan, dan upaya penyeJesaian 

sengketa perJindungan konsumen secara patut; 

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. hak untuk diperJakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi danJatau pen gganti an, 

apabila barang danJatau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

3. AJasan PemiJihan JuduJ 

Kejadian-kejadian yang menimpa perkeretaapian. di Indonesia berhubungan 

dengan h.~~asnya kepentingan masyarakat sebagai konsumen jasa transportasi , 

sementara menurut faktanya PI Kereta Api Indonesia (Persero) masih 

cenderung menunjukkan ciri khasnya sebagai Badan Usaha MiJik Negara yang 
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kurang mempertanggungjawabkan dari akibat-akibat pelayannya yang telah 

mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat. Oleh karen a itu 

perlu dianaIisis posisi hukum dan hak-hak para konsumen pengguna jasa 

angkutan kereta api serta bagaimana seharusnya tanggung jawab hukum dari 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

3. Tujuan penulisan 

PenuIisan slqipsi ini merupakan sebagai kewajiban bagi setiap mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas AirIangga guna memperoleh gelar kesarjanaannya. 

Oleh sebab itu skripsi ini saya susun untuk memenubi salah satu syarat guna 

menyelesaikan studi saya dan memperoleh gelar sarjana dari Universitas 

AirIangga. 

Disamping itu tujuan penulisan skripsi ini adalah agar saya dapat 

mengembangkan pengetahuan saya dibidang hukum yang saya peroleh baik 

dari bangku perkuliahan maupun dari luar perkuliahan. Selanjutnya agar 

nantinya jika skripsi ini mempunyai kualitas yang memadahi maka akan dapat 

dijadikan sumbangan pemikiran didunia hukum terutama menyangkut 

pengembangan hukum yang mengatur persoalan-persoalan yang terdapat dalam 

hak-hak konsumen, telah dirugikan oleh pihak jasa angkutan kereta api. 
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4. MetodoJogi 

a. Pendekatan Masalah 

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

sauatu peneIitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan hukurn tertulis. 

Hal mana karen a obeyek peneIitian adalah mengenai mengapa P. T. Kereta 

Api Indonesia (Persero) dalam pelanggaran hak-hak konsumen pengguna 

jasa kereta api di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang No 8 

Tahun 1999 belum memenuhi tanggungjawabnya secara baik. 

b. Bahan Hukum 

Sehubungan dengan skripsi ini bersifat yuridis normatif maka yang 

digunakan adalah bahan-bahan dibidang hukum, mencangkup : 

• Bahan Hukurn Primer, yaitu : bahan-bahan hukurn yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, diantaranya : 

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerIindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut UU NO.8 / 1999) ; 

- Undang-undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk 

Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 / 1969) ; 

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (seJanjutnya disebut UU No. 19 / 2003); 

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ten tang Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut UU No.1 / 1995) ; 

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian 

(selanjutnya disebut UU No. 13 / 1992) ; 
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- Burger/ijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) ; 

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradiJan Tata Usaha 

Negara (selanjutnyc: disebut UU No.5 / 1986) ; 

- Undang-undang Nom or 30 Tahun ] 999 tentang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 / 

1999); 

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). 

• Bahan Hukum Skunder, yaitu: yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil 

penelitihan dan majalah perlindungen konsumen. 

• Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, contohnya adalah kamus, media masa 

dan seterusnya. 

c. Analisis Bahan Hukum 

Sehubungan dengan skripsi ini saya gunakan analisa yuridis (yuridis­

analitis), yang artinya bahwa bahan hukum yang ada dibahas menurut 

ketentuan perundang-undangan dalam peristiwa yang telah ada dalam 

perumusan permasalahan terse but merupakan reaIita yang ada pada 

masyarakat dan dengan adanya perumusan permasalahan tersebut kami akan 

menghubungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
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6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Agar memperoleh hasil penulisan yang tepat dan terarah maka skripsi ini 

saya susun menjadi empat bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini . 

Bab I yang merupakan pendahuluan yang menguraikan ten tang deskripsi 

secara umum yang melatarbelakangi rumusan permasalahan dan selanjutnya 

jawabannya diuraikan dalam bab-bab berikutnya. Dalam Bab 1 ini dijeJaskan 

definisi-definisi mengenai permasalahan hukum yang terjadi pada PT Kereta 

Api Indonesia mengenai hak-hak konsumen yang teJah diatur dalam UU No 

8 / 1999. Selain itu juga dijelaskan aJasan pemilihan juduJ, serta tujuan 

penuJisan skripsi. Kemudian juga diuraikan metodoJogi yang meJiputi 

pendekatan inasaJah, bahan hukum yang digunakan dan analisis dari bahan 

hukum tersebut dan diakhiri dengan penjeJasan tentang pertanggungjawaban 

sistematika ini . 

Dalam Bab 11 mengenai perlindungan konsumen jasa angkutan kereta 

api, Bab 11 ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai 

Pertanggungjawaban Perlindungan Konsumen. Sedangkan Sub bab ke-dua 

menjelaskan Hak-hak Konsumen dan Sanksi-sanksi Hukum Perlindungan 

Konsumen. 

Pada Bab III dijelaskan adanya upaya hukwn perlindungan konsumen 

pengguna jas.a angkutan ~ereta api , Upaya hukum tersebut dilakukan dengan 

cara pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban pidana dan 

perdata. 
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Bab IV merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa penutup, 

terdiri atas kesimpuJan permasalahan dari Bab II dan Bab III, serta saran 

yang saya sampaikan dengan memperhatikan masalah yang ada sehingga 

merupakan suatu pendapat sebagai altematif pemecahan masalah. 

Dengan demikian penulisan skripsi ini menjadi sistematis, berurutan dan 

merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga diharapkan lebih 

mudah untuk dimengerti oleh para pembaca skripsi ini baik mengenai topik, 

maksud dan tujuannya. 
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PERTANGGUNGJAWABAN PT KAI DALAM PENYELENGGARAAN 

JASA ANGKUTAN 

UU No. 8 / 1999 tidak spesifik mengatur tentang konsumsi atau penggunaan 

jasa dan barang tertentu, tetapi berlaku terhadap konsumsi barang maupun jasa 

secara umum. 

Menurut saya, undang-undang ini juga berlaku dalam persoalan layanan jasa 

angkutan kereta api, sebab secara wnwn pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut 

menentukan, "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen." Penjelasan 

pasal ) angka 3 UU No. 8 / 1999 menjelaskan: "Pelaku usaha yang termasuk 

golongan ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor dan lain-lain." Sehingga seluruh bentuk-bentuk usaha jasa baik 

perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang 

-
ekonomi hams tunduk pada UU No. 8 / 1999 tersebut. 

Saya akan menjelaskan di sini mengenai prinsip pertanggungjawaban dalam 

perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen serta sanksi hukumnya. 

1. Pertanggungjawaban PT Kereta Api (Persero) Kepada Pengguna Jasa 

Angkutan 

a. Subyek yang bertanggungjawab. 

Angkutan jasa kereta api di Indonesia dan di negara-negara lainnya 

kebanyakan sampai sekarang merupakan usaha layanan Jasa yang 

12 
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dimonopoli oleh Pemerintah. Di Indonesia, layanan jasa angkutan kereta 

api dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang 

merupakan salah satu bentuk Usaha Negara sebagaimana disebut dalam 

UU No. 9 / ] 969 diistilahkan sebagai Perusahaan (Negara) Perseroan 

(Public / State Company). 

Berdasarkan pengertian menurut UU No. 19 / 2003 tersebut maka PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) juga tunduk pada UU No. ] / 1995. 

Prinsip pertanggungjawaban perusahaan dalam hubungannya dengan 

pihak lain di dalam suatu Perseroan Terbatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan (pasal 82 UU No. 1 / ] 995). 

Ketentuan itu berlaku juga untuk perusahaan perseroan, dipertegas 

dalam pasaI 5 UU No. 19 / 2003 . 

b. Menurut pasal 3 ayat (2) UU No. 1 I 1995 Pemegang saham 

bertanggungjawab sampai pada kekayaan pribadinya dalam hal: 

- persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi; 

- dengan itikad tidak baik pemegang saham memanfaatkan 

perseroan untuk kepentingan pribadi; 

- pemegang saham tersebut terIibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan perseroan ~ 
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- pemegang saham tersebut, secara langsung atau tidak langsung, 

menggunakan kekayaan perseroan sehingga mengakibatkan 

kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk melunasi hutang 

perseroan. 

c. Komisaris bertanggung jawab kepada perseroan jika lalai atau 

salah sehingga menimbulkan kerugian perseroan (pasaJ 98 UU 

No. 1 / 1995) dan bertanggungjawab kepada perseroan dan pihak 

ketiga dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham 

(pasal 100 UU No. 1 11995). 

Disamping itu usaha perkeretaapian di Indonesia juga diatur dengan 

UU 13 1 1992 yang memuat ketentuan pertanggungjawaban kepada pihak 

ketiga (konsumen) dalam pasa128 sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

penumpanglpengirim 1 danlatau pihak ketiga yang timbul dari 

penyelenggaraan pelayanan kereta api ada di tangan pengangkut, 

yaitt;· PT. Kereta Api Indonesia (Persero ); 

b. Swpber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus 

dibuktikan adanya kelalaian petugas, atau pihak lain yang 

dipekerjakan oleh pengangkut, yaitu PT. . Kereta Api. Indonesia 

,(Persero ). 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan badan usaha milik 

negara (BUMN) yang teJah memenuhi syarat sebagai badan hukum yang 
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merupakan subyek hukum (dalam hal ini diwakili oleh direksinya) serta 

bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian perusahaan dalam 

menjalankan pelayanan usahanya, sebagaimana menurut penjelasan pasal 

I angka 3 UU No. 8 / 1999 salah satu bentuk pelaku usaha adalah BUMN. 

Pasal 7 huruffUU No. 8/1999 menentukan bahwa salah satu kewajiban 

pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi danlatau penggantian 

atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

Dalam menjelaskan suatu perusahaan tersebut, harus mempunYaI 

tanggung jawab. Maka didalamnya hams ada pertanggung jawab dari 

tugas direksi perseroan, terutama dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

menganut doktrin "Fiduciary DUty,,7. 

Subyek yang bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen yang 

secara positif dibebankan kepada pelaku usaha baik dalam bentuk 

perorangan maupun badan hukum. Pertanggungjawaban tersebut 

mempunyai korelasi terhadap "kesalahan" yang diperbuat. Secara umum 

yang namanya pelaku usaha biasanya pastilah sebagai "atasan atau 

majikan yang bertanggung jawab" dalam usahanya yang mempekerjakan 

buruh-buruh atau pekerja atau karyawan yang masing-masing diberikan 

tugas atau pekerjaan tertentu. 

Doktrin pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan perbuatan dan 

kesalahan serta hubungan kausalitasnya sebagaimana ditentukan dalam 

7 Ibid, hal 143 
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pasal 1365, 1366 dan 1367 BW. Rutten (sebagaimana dikutip oleh M.A. 

Moegni Djojodihardj0 ) menjelaskan : 

"Pembuat undang-undang menerapkan istilah schuld dalam beberapa 

arti : 

a. pertanggungan-jawab si pelaku atas perbuatan atau atas 

kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut. 

b. kealpaan, sebagai lawan kesengajaan. 

c. Sifat melawan hukum.,,8 

Berdasarkan dasar-dasar tersebut maka secara hukum kesalahan yang 

dilakukan oleh petugas atau karyawan PI -Kereta Api Indonesia (Persero) 

Y nag mengakibatkan kerugian konsumen, apapun bentuknya maka 

menjadi tanggung jawab perusahaan :tersebut untuk memberikan ganti 

kerugian, asalkan kesalahan atau kelalaian tersebut dalam menjalankan 

pekerjaan yang ditugaskan oleh PI Kereta Api Indonesia (Persero). Hal ini 

menunjukan bahwa UU NO. 8 / 1999 juga menganut prinsip pasal 1367 

BW. Dengan asumsi bahwa "tidak ada perintah dari direksinya untuk 

melakukan hal-hal yang merugikan konsumen", maka bentuk kesalahan 

yang dipertanggung jawabkaq bukan Schuld dalam arti "segaja", 

melainkan dalam bentuk "kelalaian" sesuai dengan teori "tanggung jawab 

pengawasan" dan "resiko perekonomian" yang dimukakan Werjono 

Prodjodikoro. 

8 M.A. Moegni Djojodirdjo, Op.Cit. , h. 67. 
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Secara faktual kerugian-kerugian yang ditanggung oleh pengguna jasa 

angkutan kereta api disebabkan oleh pelayanan yang melibatkan para 

karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Kasus-kasus seperti : 

tabrakan kereta api dengan kendaraan atau Iainnya yang mengakibatkan 

terjadinya korban meninggal disebabkan keialaian penjaga gardu palang 

atau masinis yang salah menangkap perintah, keterlambatan jadwal kereta 

api disebabkan kesalahan kolektifkaryawan pengatur lalu-lintas kereta api, 

Jepasnya reI kereta api yang mengakibatkan kecelakaan atau tertundanya 

perjalanan kereta api disebabkan kelalaian dan ketidak cermatan karyawan 

pemegang tugas kontrol wilayah yang bersangkutan, dan sebagainya, 

sehingga dalam fakta hukumnya yang bersalah langsung adalah para 

karyawan tersebut. 

Dalam UU No. 8 / 1999 pertanggungjawaban pelaku usaha tidak 

mengatur mengenai kemungkinan keterlibatan orang-orang atau pihak­

pihak yang terlibat termasuk para pelaksana pekerjaan sehingga untuk 

menerapkan undang-undang ini dalam berbagai kasus, menurut saya, 

masih tunduk pada doktrin-doktrin pertanggungjawaban pengusaha 

(majikan) kepada pihak ketiga, dalam kaitannya dengan hubungan hukum 

antara pekerja / karyawan dengan majikannya. 

Saya mengambil contoh dalam kasus kecelakaan kereta apl . 

Karyawan penjaga gardu palang kereta api tertidur sehingga ia tidak 

menutup palang kereta api ketika kereta api melewati jalan yang 

berpotongan dengan reI kereta api tersebut, sehingga teIjadi kecelakaan 
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yang mengakibatkan seorang pria (kepala rumah tangga) meninggal dan 

seorang lagi menderita cacat berat. 

Dalam kasus yang saya contohkan tersebut tentunya direktur PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) tidak bersalah atau lalai. Namun undang-

undang mewajibkan direktur PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita keluarga si meninggal dan 

korban yang cacat tadi. Prinsip tersebut dikenal dalam pasal 1367 BW 

yang menentukan: 

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain 
untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab 
tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan 
mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 
dipakainya. " 

Dalam mengupas ketentuan pasal 1367 BW tersebut Wirjono 

Prodjodikoro menjelaskan pandangannya mengenai pertanggungjawaban 

majikan terhadap perbuatan para buruhnya yang dilandasi 2 (dua) faktor 

alasan, yaitu: "sifat pengawasan majikan kepada buruh dan pemberian 

kuasa dengan resiko perekonomian.,,9 

Tentang sifat pengawasan tersebut beliau menjelaskan dalam deskripsi 

berikut: 

"Kesalahan si buruh adalah kesengajaan atau kekuranghati-hati 
terhadap kerugian yang langsung diakibatkan oleh perbuatannya. 
Lain halnya dengan kesalahan si majikan. Ia adalah seorang yang 
dalam hal ini berbuat menyuruh si buruh untuk bekerja di suatu 
tempat. Perbuatan menyuruh bekerja ini ,sepatutnya harus disertai 
kewaspadaan secukupnya. Si majikan dapat dianggap tahu bahwa 

9 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Cet. VI, Jakarta, 
1976, h. 65. 
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mungkin sekali si buruh itu akan bertindak curang di tempat bekerja, 
misalnya mencuri barang. Maka dari itu majikan dapat diharapkan, 
bahwa ia berhati-hati dalam memilih buruhnya. Dan kalau kemudian 
temyata seorang buruh itu toh melakukan pencurian, maka dapat 
disimpulkan, bahwa si majikan adalah kurang berhati-hati dalam 
memilih seorang buruh itu (culpa)." 10 

Tentang pemberian kuasa dengan resiko ekonomi, · Wirjono 

Prodjodikoro menjelaskan bahwa seorang sopir yang menabrak mobil 

orang lain dalam menjalankan pekerjaan majikannya, maka percuma saja 

bagi pemilik mobil yang ditabrak untuk menggugat sopir itu, sebab 

kekayaannya tidak akan cukup untuk mengganti rugi mobil yang ditabrak. 

Karena itu diambil pemikiran bahwa majikan yang menyuruh si sopir itu 

menjalankan mobil dengan mengambil resiko perekonomian. Jika tidak 

ingin resiko itu, maka lebih baik tidak usah mempunyai mobil yang sudah 

sepantasnya j ika dipakai akan memungkinkan menabrak kendaraan lain. I I 

Teori tersebut menunjukkan bahwa kesalahan apapun yang dilakukan 

karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang ditugaskan oleh majikannya 

yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga, maka kesalahan itu dianggap 

sebagai kelalaian si majikan yang harus mempertanggungjawabkannya 

kepada pihak ketiga tersebut. 

Pemikiran Wirjono Prodjodikoro terse but disebut sebagai teori resiko 

sebagaimana yang disebutkan oleh Rachmat Setiawan yang menerangkan: 

. . 

"Dalam tahun-tahun berikutnya ajaran "kesalahan" ini ditinggalkan dan 

beralih ke ajaran resiko, yang mengemukakan bahwa majikan, 

10 Ibid., h. 69. 
II Ibid. , h . 70. 
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menanggung resiko untuk kerugian yang disebabkan oleh pegawai yang 

bekerja untuk kepentingannya. ,,12 Disamping itu juga terdapat teori 

gevaarzetfing, sebagai dasar pert:lllggungjawaban, yaitu terdapatnya 

bahaya khusus pada tugas-tugas yang diberikan majikan. 13 

Namun Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan atau luasnya 

tanggung jawab itu. Jika seorang sopir menjalankan mobil majikannya 

untuk kepentingan si sopir itu sendiri, menyimpang dari tugas-tugas yang 

diberikan oleh majikannya, misalnya mobil itu sebenarnya bukan taksi 

tetapi si sopir itu menjadikannya sebagai taksi untuk diambil 

keuntungannya, jika mobil itu menabrak kendaraan orang lain maka dapat 

diambil alasan bagi majikan itu bahwa bukan sampai ke situ (menjadikan 

mobil sebagai taksi) luasnya pemberian kuasa dengan resiko 

perekonomian.14 

Dalam ajaran hukum juga dikenal dengan adanya doktrin vicarious 

liability (respondeat superior. let the master answer) yang mengandung 

pengertian bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 

pihak ketiga yang ditimbulkan karyawan yang berada di bawali 

pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan kepada maj ikan lainnya . 

maka tanggung jawab juga beralih kepada majikan yang meminjam itu. 15 

12 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni , Bandung 
1982, h. 52. 
13 Ibid. 
14 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit. , h. 70. 
15 Shldarta, Op.Cit. , h. 60. 
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Doktrin lainnya yang rnernpunyai arti sarna dengan vicarious liability 

adalah corporate liability yang rnengajarkan bahwa korporasi yang 

rnenaungi suatu kelornpok pekerja bertanggung jawab terhadap pekerja­

pekerja yang dipekerjakan. Hal itu disebabkan bahwa para pekerja itu 

tunduk di bawah perintah atau koordinasi korporasi tersebut sehingga 

cukup syarat bagi korporasi itu untuk wajib bertanggung jawab secara 

vicarious kepada konsurnennya (doktrin ostensible agency). 16 

Narnun di dalarn UU NO. 8 / 1999 juga rnengecualikan pasal 1367 BW 

terse but khusus rnengenai peredaran barang (pasal 27 huruf a) yang 

rnenentukan bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian 

yang diderita konsurnen jika: barang tersebut terbukti seharusnya tidak 

diedarkan atau tidak dirnaksudkan untuk diedarkan. Pasal inj sangat aneh 

dan rawan dalam kornurutas sosial berkaitan dengan sikap oportunjtis para 

pelaku usaha. 

Saya rnisalkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang 

rnengakbatkan kereta api rnengalami kecelakan.temyata hasil penelitian 

djlapangan kecelakan tersebut, terjadi karen a kwalitas bantalan dan reI 

kerata api kurang bagus untuk dipakai Iagi . Dengan rnenfaatkan pasaJ 

tersebut maka direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menyuruh 

KepaJa Bagian Operas.i Lapangan , rnerneberikan kesaksl bahwa secara 

pribadi si Kepala Bagian telah lalai dalam mengawasi mutu dari 

bantalannya reI kereta api padahal mutu dari bantalan itu telah 

16 Ibid ., h. 60 - 6 1. 
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diperintahkan untuk dirnusnahkan. Dengan adan:ya kejadian tersebut 

Kepala Bagian rnendapatkan kornpensasi dalarn penyeIarnatan perusahaan 

j ika Kepala Bagian itu rnengakui lalai dalarn rnengawasi rnutu dari 

bantalan tersebut rnaka hal itu sangat rnungkin dilakukan, sehingga 

gugatan konsurnen kepada PT, Kereta Api Indonesia (Persero) akan gagaJ. 

Pernisalan kasus tersebut rnenunjukkan bahwa kesalahan atau 

kelalaian karyawan dalarn rnengedarkan barang (yang seharusnya tidak 

boleb diedarkan) tidak rnenjadi tanggung jawab pelaku usaha. UU No. 8 / 

1999 tidak rnenentukan aturan rnengenai "siapa yang harus bertanggung 

jawab" atas terjadinya fakta rnenurut pasal 27 angka a tersebut. Dengan 

rnengernbalikannya pada prinsip pasal 1365 BW rnaka yang bertanggung 

jawab adalah para karyawan yang rnelakukan kesalahan atau kekeliruan 

itu. Ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 1367 BW serta doktrin­

doktrin yang telah dijeIaskan tersebut. 

Menurut saya, substansi pasal 27 angka a UU No. 8 I 1999 tersebut 

merupakan bentuk "perlindungan kepada pengusaha" terbadap 

kernungkinan terjadinya kecurangan oleh oknurn di dalam perusahaan. 

Narnun ketentuan tersebut bersifat merusak kepentingan masyarakat 

konsurnen sebab tanpa adanya ketentuan itu secara intern dalarn 

perusabaan dapat dilakukan perjanjian agar pekerja bertanggung jawab 

rnenanggung ganti kerugian kepada perusahaan atas kesalahannya dalarn 

menjalankan pekerjaan. 
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b. Asas Pertanggungjawaban Produk. 

Doktrin pertanggungjawaban, ditinjau dari adanya syarat kesalahan 

dan hubungannya dengan perbuatan, dibagi 2 (dua) yaitu: tanggung jawab 

absolut (absolute liability) dan tanggung jawab sempurna (strict liability). 

Shidarta mengartikan strict liability sebagai tanggung jawab mutlak. 17 

Padahal secara etimologis kata absolute dari bahasa Inggris diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia menjadi "absolut atau mutlak" sedangkan strict 

diterjemahkan menjadi "tepat" atau "keras" atau "teliti". 18 

Shidarta membedakan antara strict liability yang diartikan sebagai 

tanggung jawab yang menetapkan kesala~an bukan sebagai faktor yang 

menentukan. Jika ada unsur kesalahan maka harus ada hubungan antara 

perbuatan dengan kesalahan itu. Ada keadaan tertentu yang 

mengakibatkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya force majeuer. 

Sebalikny8:. absolute liability tidak mengenal pengecuaJian dan tidak 

mensyaratkan adanya hubungan kausalitas. Dalam strict liability ada 

variasi lainnya yaitu risk liability, yaitu kewajiban memberi ganti lUgi 

dibebankan kepada pihak yang menimbulkan adanya resiko kerugian itu. 

Pen·ggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian meskipun tidak 

seberat beban tergugat. 19 

17 Shidarta, QQJd1., h . 63 . 
18 S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggeris - Indonesia Indonesia 
- Inggeris, Hasta, Bandung, 1980, h. 1 dan 21 6. 
19 Shidarta, Op .cit. , h. 63 - 64 . 

- ---- ---- - ---
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Dalam hubungannnya dengan kerugian yang diakibatkan konsumen 

atau penumpang kereta api maka dalam hukum pengangkutan berlaku juga 

asas tanggung jawab karen a kesalahan (fault liability) dan tanggung jawab 

karena praduga (presumption liability). Asas tanggung jawab karen a 

kesalahan ini adalah asas yang dianut dalarn pasal 1365 BW.2o dirnana 

pengangkut dianggap selaJu bertanggung jawab terhadap kerugian 

konsumen akibat penyelengggaraan pengangkutan itu. Kecuali jika dapat 

dibuktikan oleh pengangkut bahwa ia tidak bersalah.21 Temyata asas 

presumption liability tersebut sarna dengan berlakukanya asas product 

liability dalam hukum perlindungan konsumen yang mernberikan beban 

kepada pelaku usaha untuk membutikan salah atau tidaknya pelaku usaha. 

Prinsip pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen pengguna 

jasa kereta api mengikuti ketentuan UU NO.8 I 1999 dengan berlakunya 

undang-undang tersebut yang memuat asas product liability. Pengertian 

asas tersebut dijelaskan oleh Yusuf Shofie yang mengutip Black 's Law 

Dictionary susunan Henry Campbell Black sebagai berikut: 

"Product Liability: refers to the legal liability of manucfaturers and 
sellers to compensate buyers, users, and even by standers, for 
damages or injuries suffered because of defects in good 

I d ,,22 pure la'le . 

(Pertanggungjawaban produk: mengenai pertanggungjawaban hukum 
daTi produsen dan penjual produk untuk memberi kompensasi kepada 
pembeli, pemakai, dari kerusakan atau rusak dalam perolehannya.) 

20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1988, h . 
37. 
21 Ibid. , h. 40 
22 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2000, h. 238. 
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Asas tersebut dirumuskan dalam pasal 19 ayat (1) yang menetukan, 

"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, danlatau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." 

Mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha berkaitan dengan 

product liability secara umum dapat dilihat dalam pasal 7 yang 

menentukan: 

"Kewajiban pelaku usaha adalah: 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaI 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi" penjeJasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. memperJakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

d. menjamin mutu barang danlatau jasa yang diproduksi danlatau 

yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

danlatau jasa yang· berlaku; 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji danlatau 

mencoba barang danlatau jasa tertentu serta memberikan jaminan 

danlatau garansi atas barang yang dibuat danlatau yang . 

diperdagang~an ; 
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f memberi kompensasi , ganti rugl, danlatau penggantian atas 

kerugian akibat pen ggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

danlatau jasa yang diperdagangkan; 

g. memberi kompensasi , ganti rugi, danlatau penggantian apabila 

barang danlatau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perj anj ian. " 

Asas product liability terse but mengakibatkan beban pembuktian 

tentang "ada atau tidaknya kesalahan" dalam gugatan ganti rugi 

dibebankan kepada pelaku usaha. Sehingga doktrin mengenal 

pertanggungjawaban dalam perbuatan melawanlmelanggar hukum yang 

mengakibatkan berIakunya sistem pembuktian dengan stelsel positif (pasal 

1865 BW), dikecuaJikan oleh pasal 28 UU No.8 / 1999. Menurut saya hal 

ini menunjukkan prinsip product liability mempunyai karakter sebagai 

bagian dari prinsip strict liability dan bukan absolute liability. 

2. Hak-hak Konsumen dan Sanksi-sanksi Hukum yang meIindungi pengunana 
jasa angkutanan ( PerIindungan Konsumen ) 

a. Hak-hak Konsumen. 

Tema hak-hak konsumen sebenarnya sudah lama menjadi materi 

hukum pos.itif global. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menjelaskan 

adanya Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor 39 / 248 

Tahun 1985 tantang PerIindungan Konsumen (Guidelines for Consumer 

Protection), yang merumuskan perlindungan kepentingan konsumen, 

meliputi : 
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a. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan 

dan keamanannya; 

b .. promOSJ dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial 

konsumen; 

c. tersedianya informasi yang memadai bagi konswnen untuk 

memberikan kemampuan mereka melakukan piJihan yang tepat 

sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi; 

d. pendidikan konsumen; 

e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

f. kebebasan untuk membentuk organisasi · konsumen atau 

organisasi lainnya yang rei evan dan memberikan kesempatan 

kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya 

dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan mereka. 23 

Undang-undang No. 8 I 1999 muncul 14 (empatbelas) tahun setelah 

Resolusi PBB tersebut dan merumuskan hak-hak konsumen yang intinya 

sarna dengan hak-hak yang dirumuskan dalam resolusi tersebut. Pasal 4 

menyebutkan : 

"Hak konsumen adalah: 

a. hak atas kenyarnanan, kearnanan, dan keselamatan dalarn 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

23 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, HukLJm Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia 
"Pustaka Utama, Jakarta, 2001, 27 - 28. 
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b. hak untuk memilih barang danlatau jasa serta mendapatkan 

barang danlatau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang danlatau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

danlatau jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperIakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugt, danlatau 

penggantian apabila barang danlatau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

I. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­

undangan Iainnya." 

Disamping itu pasal 5 menyebutkan kewajiban konsurnen sebagai 

berikut: 

."Kewajiban konsumen adalah: 

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 
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b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

danlatau jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ; 

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Fakta-fakta yang telah dijelaskan dalam Bab I mengenai pelayanan 

jasa angkutan kereta api menunjukkan terjadinya pelanggaran hak-hak 

konsumen dalam intensitas yang tinggi, terutama hak-hak konsumen 

pengguna jasa angkutan kereta api untuk memperoleh kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan. Begitu pula kebiasaan keterlambatan jadual· 

kereta api yang tidak ada perubahan upaya pembenahan yang patut telah 

melanggar hak konsurnen pengguna jasa angkutan kereta api untuk ditepati 

prestasinya menurut perjanjian. 

Secara hukurn hal itu telah menimbulkan hak konsurnen untuk 

menggugat ganti rugi kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero ). 

Disamping itu, fakta-fakta tersebut juga cukup alasan untuk dilakukan 

penyidikan pidana. Namun dalam konteks seperti itu tida!~ mudah 

dilakukan upaya hukum pidana mengingat PT. Kereta Api . Indonesia 

(Persero) adalah BUMN yang mempunyai posisi strategis dalam 

menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama bagi kaum ekonomi lemah 

yang tidak mampu membayar tiket bus atau pesawat terb~g. Di sinilah 

diterapkan asas oportunitas untuk tidak menuntut secara pi dana demi 

kepentingan umum. 
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b. Sanksi-sanksi Perlindungan Hukum Konswnen. 

Sanksi-sanksi hukum yang tennuat di dalam UU No. 8 talmn 1999 

adalall: 

(1) Sanksi perdata; 

(2) Sanksi administratif; 

(3) Sanksi pidana. 

Masillg-masing akan dijelaskan di bawall ini. 

Sanksi perdata yang dijatuhkan menjadi ada ketika telall diputuskan 

oleh putusan hukwn yang telall mempunyai kekuatan huktun tetap, 

bennula dari adanya gugatan konsumen. Tetapi UU No. 8 I 1999 

mempunyai prinsip lain dalam menjatuhkan sanksi perdata tersebut. Pasal 

19 ayat (3) menentukan ballwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam 

tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelall transaksi. Yang menjadi persoalan 

adalah bagaimana hal itu akan dilaksanakan jika masih terjadi sengketa 

mengenai apakall pelaku usaha bersalall atau tidak. Bagaimana jika 

kejadian kerugian itu barn terjadi sebulan setelah transaksi. 

Bentuk-bentuk ganti rugi yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) 

adalall: pengembalian uang atau penggantian barang danlatau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan danlatau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan pefWldang-lUldangan . ' 

yang berlaku. Selanjutnya ayat (4) menentukan ballwa pemberian ganti 

rugi tersebut tidak menutup kemwlgkinan tlUltutan pidananya. 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. KERETA API... AGUS ADITTA  
PREMANAKUSUMA

31 

Jika dilihat dari jenis ganti rugi yang disebutkan di atas bentuknya 

adalah ganti rugi materiil. Hal itu merupakan sebuah degradasi kualitas 

ketentuan hukum sebab BW memberikan hak ganti rugi yang lebih 

lengkap menyangkut materiil dan moril sebagaimana selama ini 

dipraktekkan dalam putusan-putusan Pengadilan. Pasal 1246 BW 

menyebutkan bentuk ganti rugi terdiri dari biaya, kerugian dan bunga. 

Hoge Raad teiall berkali-kali memtuskan pasal-pasal 1246 - 1248 BW 

tidak dapat diterapkan untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 

melawan hukum tetapi dapat diterapkan secara anaiogis?4 Pasal 1370 BW 

menentukan pelaku atau penyebab kematian seorang penanggtmg nafkall 

keluarga diwajibkan memberikan ganti rugi menurut kedudukannya 

kepada keluarga si korban. 

Pasa! 1372 BW mewajibkan pelaku pencemaran nama baik dan 

kedudukan untuk membayar ganti rugi atas kerugian pencemaran nama 

baik atau penghinaan (bersifat moriI). Kerugiaan inunateriiI (idiiI) lainnya 

dalam bentuk ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup. Putusan 

Hoge Raad tallun 1943 memutuskan si penderita cacat anggota badan 

diberikan hak menuntut kerugian idiil.25 

Jika UU NO. 8 / 1999 dapat dikategorikan sebagai hukwn yang klmsus 

(lex specia/is) maka hal ini menjadikan kekllawatiran bagi konswnen 

ballwa mereka tidak dapat menuntut ganti rugi dan kerugian immateriil 

2'1 Rachmat Setiawan, Op. Cit. , h. 29. 

25 Ibid., h. 30. 
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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Pertanggungjawaban hukwn PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam 

penyelenggaraan jasa angkutannya tunduk pada UU No. I / 1995 pada 

penjelasan wnwn No. 7 paragraf 2, pasal 2 Jo. pasal 4 yang yang 

menjelaskan : 

"Bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan 
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
keterliban umum, kesusilaan dan lebih diperhatikan dalam kegiatan 
perseroan perlindungan kepentingan umum " 

Dengan terdapat aturan diatas maka PT. Kereta Api Indonesia dapat 

dikenakan sanksi atas perbuatan yang merugikan pihak ketiga ataupun 

kepentingan wnwn, dengan menggunakan pasal 109. Dengan adanya pasal 

tersebut dapat menggugat PT Kereta Api Indonesia (persero). Dengan 

memperhatikan ketentuan UU No. 1 / 1995 pasal 2 Jo. pasal 4 dan pasal 

109, biasa dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu 

UU NO.8 11999 pada pasal 7 huruf a, b, c, f, dan g, maka dapat dijelaskan 

bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan perusahaan atau 

kegiatan usahanya. Pelaku usaha yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) 

dari UU NO. 8 /J 999. Dalam perumusan permasalahan skripsi tersebut maka 

PT. Kereta Api Indonesia (persero), yang terdiri dari pemegang saham dan 

atau pihak lain yang berwenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar 

perseroan, direksi , anggota direksi, dan karyawan. Juga mengatur diatur 
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